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BAB I 

PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 
Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan IJU M133), DPR 
merupakan lembaga negara yang mempunyai tiga fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan 
pengawasan. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan 
undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan 
kewenangannya DPR RI rnernerlukan sistem pendukung yang memberikan dukungan 
administratif, persidangan, dan keahlian. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 
2 Tahun 2016 menyebutkan bahwa sistern pendukung DPR RI terdiri dari Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. 

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 20 15, Sekretariat Jenderal 
dan Badan Keahlian DPR RI dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang 
dan tugas DPR RI di bidang administrasi, bidang persidangan, dan bidang keahlian. Badan 
Keahlian terdiri atas lima pusat yang salah satunya adalab Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan Puspanlak UU). Puspanlak UU menlpunyai 
tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang 
pengawasan dal am pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan 
perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (selanj utnya di sebut Puspanlak UU) 
merupakan salab saW pusat yang berada di bawah Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan 
Pasal 295 Persekjen DPR RI No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keija Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Persekjen DPR RI No. 2 
Tahun 2016 dijelaskan bahwa Puspanlak UU memiliki tugas untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang pengawasan dalarn pemantauan 
pelaksanaan undang-undarig dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di 
Mahkamah Konstitusi. 

Dalarn menjalankan fungsi pengawasannya, DPR RI juga berkewajiban menindaklanjuti 
penibahan undang-undang akibat putusan MK sebagai pelaksanaan fungsi legislasi. 
Puspanlak UU menyusun Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan 
Mahkarnah Konstitusi. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai sistem pendukung keablian DPR 
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RI sebagai pembentuk undang-undang dalam melakukan legislative review khususnya dalam 
mencermati pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam setiap putusannya serta untuk 
memberi masukan Prolegnas. Namun pemanfaatan Buku Aialisis dan Evaluasi Undang-
Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi belurn optimal karena buku sangat tebal 
dan sulit diakses. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan program aktualisasi dengan 
membuat Digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi dalam bentuk ikhtisar yang tersaji secara lebih singkat, komprehensif 
dan mudah dipahami sebagai produk Puspanlak VU dalarn website 
www.puspanlakuu. dpr.go. id . 

Tujuan Aktualisasi 
Kegiatan aktualisasi dan habituasi yang penulis lakukan bertujuan untuk rneningkatkan 

kinerja dan optimalisasi penyajian produk Puspanlak VU guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPR RI khususnya di bidang pengawasan. 

Ruang Lingkup Aktualisasi dan Batas Waktu Aktualisasi in 

Aktualisasi dilaksanakan pada Puspanlak UU di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
DPR RI pada tanggal 30 Juli sampai dengan 30 Oktober 2018. 

Landasan Teori Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara dan Peran dan 
Kethidukan Pegawal Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Repubilk Indonesia 

Nilai-nilai dasar ASN terdiri darl lima nilai yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika 
Publik, Komitnien Mutu, Antikorupsi yang biasa disebut dengan "ANEKA". Nilai-nilai 
ANEKA diperlukan ASN dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik, 
pelaksana kebijakan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Adapun penjabarannya dapat 
disimak sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas 
Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk 

memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nilai-nilai dasar dalam akuntabilitas 
tersebut, antara lain: 

Kepemirnpinan: 
Pimpinan berperan penting dalam hal menciptakan suasana kerja yang akuritabel. Dimana 
lingkungan yang akuntabel dapat dikondisikan seperti pada saat memberikan contoh 
kepada bawahan tentang komitmen yang tinggi dalam pekerjaan. 
Transparansi 
Tujuan dari adanya transparansi adalah: 
- Mendorong komunikasi yang Iebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan 

ekstemal; 
- Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi 

dalam pengambilan keputusan; 
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- Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan; 
- Menirigkatkan kepercayaan dan kcyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. 
Integritas 
Integritas berarti selaras antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dengan adanya integritas 
menjadikan suaw kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang 
berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya 
integritas institusi, dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan!atau 
stake ho kiers. 

Tan ggung Jawab (Responsibilitas) 
Memberikan kewajiban bagi setiap individu untuk bertanggung jawab pada keputusan 
yang dihuat, dimana setiap keputusan pasti akan membawa konsekuensi tersendiri. 
Keadilan 
Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan hams dipelihara dan 
dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. OEeh sebab itu, 
ketidakadilan hams dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas 
organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. 
Kepercayaan 
Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan mi yang akan 
rnelahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir 
dan hal-hal yang tidak dapat dipercaya. 
Keseimbangan 
LJntuk mencapai akuritabilitas dalam lingkungan kerja, maka dipenlLikan adanya 
keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap 
individu yang ada di lingkungan kerja hams dapat menggunakan kewenangannya untuk 
meningkatkan kinerja. Adanya peningkatan kerja juga memerlukan adanya perubahan 
kewenangan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Selain itu, adanya harapan dalam 
mewujudkan kinerja yang baik juga hams disertai dengan keseimbangan kapasitas 
sumber daya dan keahlian (skill) yang dimiliki. 
Kejelasan 
Kejelasan juga menipakan salah saw elemen untuk menciptakan dan mempertahankan 
akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan 
tanggung jawabnya, mereka hams memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang 
menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, fokus utama untuk 
kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi organisasi, 
kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun 
organisasi. 
Konsistensi 
Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, 
prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja 
yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. 
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2. Nasionalisme 
Nasionalisme adalah pandangan tentang rasa cinta terhadap bangsa dan negara, 

sekaligus mcnghormati bangsa lainnya. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau 
paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada 
nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila 
yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa: 

Menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di 
atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; 
Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; 
bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah 
din; 

4, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan 
sesama bangsa; 

5. menumbuhkan sikap sating mencintai sesama manusia dan mengembangkan sikap 
tenggang rasa. 

3. Etika Publik 
Etika publik adalab refleksi atas standar/norrna yang menentukan baik/buruk, 

benar/salah, tindakan yang harus dilakukan serta keputusan untuk mengarahkan kebijakan 
dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan. Etika dapat bersumber dari agama, 
Iingkungan masyarakat atau umurn, peraturan formal, ketuarga, hati nurani atau adat istiadat. 
Adapun nilai-nilai dasar dalarn etika publik terdiri atas: 

Berpegang teguh pada Pancasila; 
Setia dan mempertahankan UUD 1945; 
Menjalarikan tugas dengan profesional; 
Keputusan dibuat berdasarkan prinsip keahlian; 
Menciptakan Iingkungan kenja non diskriminatif; 
Menjunjung tinggi etika luhur; 
Bertanggung jawab terhadap kinerja; 
Mampu melaksanakan kebijakan pemerintab; 
Memberikan layanan secara cepta, tepat dan santun; 
Mengutamakan kepentingan berkuali tas; 
Menghargai komunikasi dan kerjasama; 

1. Mengutarnakan pencapaian has ii; 
m. Mendorong kesetaraan pekerjaan. 

4. Komitmen Mutu 
Komitmen mutu adalah sesuatu hal yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan 

unitiinstansinya untuk senantiasa melakukan perbaikan kualitas dan kuantitas agar dapat 
memberikan kepuasan atau bahkan melebihi harapan. Komitmen mutu erat kaitannya dengan: 

Efektivitas 
Efektivitas adalah sejauh mana instansi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Efisiensi 



Adalali jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk mencapai tujuan instansi. Efisiensi 
berkaitan dengan tindakan tidak boros. 

3. Inovatif 
Inovasi adalab cara instansi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam 
masyarakat. Inovasi terdiri atas inovasi produk dan inovasi proses. 

4. kreativitas 
Terkait erat dengan menciptakan ide yang sifatnya bani yang nivaranya adalah inovatif. 

5. Produktivitas 
Merupakan rasio antara output dengan input. Darl sisi proses produktivitas adalah 

kemampuan menghasilkan produkíasa, sedang clarl sisi hasil produktivitas berarti 
capaian hasil yang diperoleh dalam waktu tertentu sesuai target yang direncanakan. 

5. Anti Korupsi 
Anti korupsi adalah sesuatu tindakan yang bertentangan dengan korupsi, sedang 

konpsi sendiri diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-uridangan, 
kode etik, norma agama dan penyimpangan moral. Dapat saja suatu perbuatan dikatakan 
sebagai tindakan korupsi namun belum tentu dapat dikenai pidana. Tindak pidana korupsi 
terdiri atas 7 kelompok yakni kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, 
perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan dan 
gratifikasi. Nilai-nilai dasar anti korupsi, terdiri atas: 
I. Disiplin; 

Peduli; 
Kerjakeras; 
Adil; 
Mandiri; 
Tanggung jawab; 
Sederhana; 
Berani; 
Jujur 

Selanjutnya, dalam Agenda Ill tahap kegiatan Pelatihan Dasar on campus CPNS juga 

terdapat pemberian materi tentang Peran dan Kedudukan PNS Dalam NKRI disampaikan 3 
(tiga) materi yaitu Manajemen ASN, Whole of Government (WoG), dan Pelayanan Publik. 

Berikut uraiannya: 

6. Manajemen ASN 
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang 
professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dan 
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada 
pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya 
aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman. 

7. Whole of Government 
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Whole of Government (WoG) adalah scbuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan 
yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan darl keseluruhan sektor dalam 
ruang lingkup koordinasi yang Iebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan 
kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal 

sebagai pendekatan interagency, yaftu pendekatan yang melibatkan sejurnlah 

kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. 

8. Pelayanan Publik 
Pelayanan pubhk adalah "Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang 
dilaksanakan o[eh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di Iingkungan 
BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/ atau jasa, balk dalam pemenuhan kebutuhan 
masyarakat. (Lembaga Administrasi Negara: 1998). Adapun berbagai literatur 
administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk 
mewuj udkan pelayanan prima adalah: 

Partisipatif 
Transparan 
Responsif 
Tidak diskriminatif 
Mudah dan murah 

C. Efcktifdan efisien 
Aksesibel 
Akuntabel 
Berkeadilan 

BAB H 

PROFIL INSTANSI 



A. Badan Keahlian DPR Ri 

Badaii Kealilian iiientpakan sistern pendukung (supporting sitein) dalarn kelancaran 

pelaksanaan wewenang dart tugas DPR di bidang keablian. Pembentukan Badan Keahlian 
merupakan arnanat dart Peraturan Presideii Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretartat 
Jcnderai dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Badan 
Keahlian bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR dan secara adrninistratft berada di 

bawah Sckretariat Jenderal T  

PH.41 D 	- 

SETEE 
	

TT 
I. Vlsi, Misi, dan Nilai Dasar Sekretariat Jenderat dan Badan Keahlian DPR RI 
Berdasarkan Rencana Strategis Sekretaniat Jenderal DPR Tahun 2016-2019 sebagairriana 
tertuang dalarn Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 539/SEKJEN/2016 tentang 
Perubahan atas Keputusart Sekretaris Jenderat DPR Nonior 1266/SEKJEN!2014 Tentang 
Penetapan Rencaria Strategis Sekrctariat Jenderal DPR Tahun 2015-2019, visi Setjen dan 
Badan Kcahlian DPR adalah: 

Terwujudnya Sekretariat Jenderat dan Badan k'eahlian DPR RI yang profesional, 
andal, transparan, dan akuntabel datam melakukan fungsi DPR RI. 

.---------------.--__ 

Adapun pengertian dari nIlai-nilai yang terkandung datam visi tersebut adalah: 

Profesional 	: Mernpunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan 
tugas dan fungsi DPR secara baik dan benar, serta 
berkoniitmen untuk terus meningkatkan keinampuan serta 

Peraturati Sekretaris Jenderal DPR RI Nornor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekrctariat 
Jenderal dan Badan Kcahlian DPR RI sebagaimana diubab dengan PL'raturan Sekretanis Jenderal Notnor 2 
Tahun 2016. Pasal 287 aya (I 
Keputusaii Sekretaris Jenderal Nornor 539SFK.TEN'20I 6 renrang Perubahan atas Kepurusan Sekretaris 
Jenderal DPR Nonior 1266SEKJEN!2014 Tentang Penetapan Reticana Strategis Sekretari-at Jenderal DPR 
Tahun 2015-2019. Hal. 18. 
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A. Badan Keahlian DPR RI 

Badan Keahilan merupakaii sistem pendukLtng (supporting system) datain kelanearan 

pe!aksanaan wewenang dan tugas DPR di hidang keahlian. Pembentukan Badan Keahlian 
merupakan arnanat darl Peraturan Presiden Nornor 27 Tahun 2015 tentang Sekreaniat 
Jenderal dan Badan Keahlian Dcwan PcrwakIan Rakyat Rcpublik Indonesia. Badan 
Keablian bertariggune jawab kepada Pinipinan DPR dan sccara administratif berada di 

bawah Sekretariat Jenderal.' 

mpyqj zi 

I. Vlsi, Misi, dan NiIai Dasar Sekretariat Jenderal dan Badan Keaklian DPR RI 
Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jendcra[ DPR Tahun 2016-2019 sebagairnana 
tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 539/SEKJEN!2016 tentang 
Perubahan atas Keputusan Sekrctans Jenderal DPR Nomor 1266/SEKJEN/2014 Tentang 
Penetapan Rencana Strategis Sekrctariat Jendcral DPR Tahun 2015-2019, visi Setjen dan 
Badan Keahlian DPR adalah: 

Tenvujudnva Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, 
andal, transparan, dan akuntabel dalam melakukan fungsi DPR RL 

Adapun pengertiari dari nilai-nilai yang terkandung dalam visi tersebut adalah: 

Pro les lona I 	: Mernpunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan 
tugas dan iungsr DPR secara balk dan benar. serta 
berkornitrnen untuk terus meningkatkan kernampuan serta 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nornor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dart Tarn Kerla Sekretariai 

Jenderal dan Badan Kcahiian DPR RI sebaairnana diubah dengan Peraturan Sekretaris icrideral Notnor 2 

Tahun 2016. Pasal 287 avat (II 

Keputusan Sekretaris Jenderal Nornor: 539SEKJEN2016 tenrang Perubahan atas Keputusan Sekretari.s 

Jenderal DPR Nomor 1266'SEKJEN.2014 Tentatig Penctapan Rencaria Stratcgis Sckretariat Jenderal DPR 

Tahun 2015-2019. Hal. IS. 
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kualiras SDM. 

Andal 	: 	Mampu melakukan koordinasi. integrasi, dan sinkronisasi 
rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan 
dicapai set-ta dapat diirnplernentasikan 

Transaparan 	Kesediaan uniuk senantiasa memberikan intbrrnasi raktua 
mengenai herbagai hal yang berkenaan dengan proses 
penyelenggaraan organisasi, serta tugas dan iungst DPR. 

Akuntahel 	Mampu bertanggungjawah atas seriap tindakan. keputusan, 
dan kehijakan dalam rnendukung pelaksanaan fungsi DPR. 

Selaiijumya misi dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keah1ian adalah: 

Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, 
andal, transparan, dan akuntabel; 
Memperkuat peran keahilan yang profesional, andal, transparan, dan 
akuntabel. 

Sebagai salah satu tonggak penting pelaksanaan retbrmasi birokrasi. Setjen dan Badan 
Keahlian DPR menetapkan budaya unggul sebagaimana diatur dalarn Pasal 4 Peraturan 
Sekjen DPR Nornor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawal Negeri Sipil 
Sekretariat Jenderal DPR RI, vaitu RAPt: 

Religius 	: 	percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa 

Akuntabel 	: 	sikap yang mencerminkan tanggung jawab atas tindakan yang 
dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi PNS 

Profesional 	: 	sikap terhadap tugas yang mernenlukan keterampilan khusus 
dan kompetensi untuk menjalankannya 

Inlegnitas 	: 	totalitas sikap yang menunjukkan kornitmen, ketaatan, dan 
konsistensi terhadap prinsip-prinsip etika dan moral 

PNS dalani nienjalankan tugas dan fungsinya bersikap RAPt yang ditandasi moral yang 
tinggi, luhur dan mulia, sei -ta menjunjung tinggi hukurn, peraturan perundang-undangan, 
kode etik PNS, dan sumpahjabatannya. 

Ibid.. haL 19. 
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B. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Iindang 

Pusat Pemanauaii Pe!aksanaan Undang-Undang merniliki tugas untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang pengawasan dalam 

pernantauan pclaksanaan undang-undang dan (Inkungan penanganan perkara 

pengujian uiidang-undang di Mahkamah Konstitusi. Adapun visi misi dan Puspanlak 

UU scbagai bcrikui:: 

VlSI: 

i. Terwujudnya Pusar Pernantauun Pe!aksanaan Undang-Undwrg yang projèsional 

dan c4rkunrubel da/ain niemberikan clukungan kealr/ian kepada DPR RI daThnz 

inen'eL'nggarakan [ungsi pengawasait yang,  aspiratif dun akuiitabeL 

M1SI: 

I. zlieinperkuat kelenrbugaan Pusat Pemanratian Pelaksanaan Undang-Undang 

sebagai unit orgaltisasi Badan Keahilan DPR dalarn memberikan dukungan 

kecth han kepada DPR dalam menjafankan fungsi pengawasan dan pemberian 

Keterangan DPR di persidan gun Alahkainalt Konstitusi yang profrsional dan 

akuntahel; 

Mewujudkan kualiras pemberian dxc kungan keuhhian kepada DPR dalani 

penanganan perkara pengujian undang-undarig terhadap 1/LTD Tali cm 1945 

yang proftsiona!, tepat ovaktu aA'unta be!, dan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undungan; 

fewujudkan kualitas anulisis dan eva/u asi pernantanan peluksanaan undang-

undang yang profesiona!, tepat waktu, akuntabe!, dun sesuai ketentuan 

peratu run perundang-undangan; dun 

Mewujudkan kauhitas hasil peci: antauun terhadap peraturan peluksanuan 

Lrnda,,g_ liii dung yang profesional, tepat it'aktu, akuntabel, c/ac: sesuai ketentuan 

perutu ran perundang-undangan. 

• Petatunin Sckrctaris JcndriI DPR RI Nomor 03;PER-SEKJEN20I2 tcntan Kode Etik Pegawui Negeri SipiI 

Sekretariat Jenderal DPR RI. Pasai 9. 



A. Analisa Kondisi di Pusat Peniantauan Felaksanaan Undang-Undang 

Ideal Condition: 
Pusat Pernantauan Pelaksanaan Undang-Undang meniiliki tugas pokok dalam hal 

memberikan dukungan keahlian kepada Anggota guna mendukung kelancaran pelaksanaan 
fungsi di bidang pengawasan. Tugas dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
tersebut, di antaranya adalah pemantauan pelaksanaan undang-undang, pemantauan peraturan 
pelaksana undang-undang, dan dukungan penanganan perkara pengujian Undang-Undang di 
Mahkamah Konstitusi. Hal mi sebagairnana diatur dalarn Peraturan Sekjen DPR RI No. 6 
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan KeahLian DPR 
RI. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPR RI juga berkewajiban rnenindaklanjuti 
perubahan undang-undang akibat putusan MK sebagai pelaksanaan fungsi legislasi. 

Badan Keahlian DPR RI yang barn terbentuk sejak 2015, membutuhkan berbagai 
inovasi yang rnampu menunjukkan kontribusi nyatanya dalam memberi dukungan keahlian. 
Dalam melaksanakan tugas khususnya untuk mengelola database perkara pengujian 
Undang-Undang, basil putusan MK serta database Undang-IJndang yang diubah 
dengan putusan MK, Puspanlak UU menyusun Buku Analisis dan Evaluasi Undang-
Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Koristitusi. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai 
sistem pendukung keahlian DPR RI sebagai pembentuk undang-undang dalani melakukan 
legislative review khususnya dalam mencermati pendapat hukum Mahkamah Konstitusi 
dalam setiap putusannya. Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi nantinya akan disampaikan kepada anggota DPR RI sebagai dasar 
pemikiran dalam melakukan perubahan atau penggantian undang-undang. Buku tersebut 
diharapkan menjadi suatu bentuk akuntabilitas Puspanlak UU dalam menjalankan fungsinya 
serta diharapkan pula agar masyarakat luas dapat membacanya. 

Puspanlak UU memiliki website puspanlakuu.dprgo.id  yang saat mi sedang 
dikembangkan agar lebih baik. Vebsite tersebut dapat dimanfaatkan untuk penyajian dalam 
bentuk ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi. Digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang 
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lebih mudab untuk dibaca dan dipahami 
karena Iebih ringkas dan mudah diakses. Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-
Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan juga menjadi masukan bagi 
anggota DPR RI dalam menyusun Prolegnas prioritas. 

Adapun sistematika sajian digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang 
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terdiri atas: Latar Belakang, Permasalahan 
Konstitusionalitas, Kerangka Teori, Analisis dan Evaluasi, Kesimpulan dan Rekornendasi. 
Oleh karena itu, Digitalisasi Ikhtisar Buku tersebut diharapkan dapat memudahkan pembaca 
dalam mernahami konten buku secara efektif sehingga pemanfaatannya dapat lebih optimal. 

Existing Condition: 

11 



Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap suatu Undang-Undang memiliki implikasi 
hukum tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga penting untuk dianalisis 
dan dievaluasi. Puspanlak UU tumt melakukan kontribusi pelayanan publik dengan 
melakukan analisis dan evaluasi Uridang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut dalam bentuk buku. Selama mi produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU berupa 
Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebLit belurn tersaji secara lebih ringkas (dalam bentuk ikhtisar) sehingga belum mudah 
dipahami, dan belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Buku Analisis dan Evaluasi 
Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi juga belum dapat dimanfaatkan 

oleh anggota DPR RI, stakehokiers dan masyarakat secara efektifcflsien. 

Antara existing condition dan ideal condition diatas terdapat gap atau jarak, berupa: 

Pemanfaatan Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi belum optimal. 
Penyajian Analisis dan Evaluasi Undang-JJndang berdasarkan Putusan Mahkarnah 

Konstitusi belum tersaji secara singkat, komprehensifdan mudah dipahami. 
Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 

belum terakses merata karena berbentuk manual. 

B. Isu Yang Diangkat 
Berdasarkan penjelasan analisa kondisi di atas, maka isu yang diangkat adalah penyaj ian 

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang  berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 

belum dimanfaatkan secara optimal sehingga perlu dibuat dalam bentuk ikhtisar yang 

singkat, komprehensif, dan mudah diakses. 

Penyelesaian Isu 
Gagasan untuk pemecahan isu tersebut adalah dengan cara membuat Digitalisasi Buku 

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
dan menampilkan di website Puspanlak UU agar dapat dimanfaatkan oleh anggota 
DPR RI, stakeholders, dan masyakarat. (Digitalisasi Analisis dan Evaluasi Undang-
Undang berdasarkan Putusan Nlahkamah Konstitusi). 

Realisasi Kegiatan dan Keterkaitan Nilai ANEKA dan Peran Serta Kedudukan ASN 
dalam NKRI 

I. Kegiatan 1: 
Menghimpun Buku Arialisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi yang akan diikhitisarkan dan dipublikasikan 
(dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018 sampai 16 Agustus 2018) 
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Kegiatan menghimpun Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang herdasarkati 
Putusan Mahkarnah Konstitusi yang akan diikhitisarkan dan dipublikasikan dilaksanakan 
pada lvtinggu kedua dan ketiga Bulan Agustus. Kegiatan mi diawali dengan tahapan 
menelLisuri BL!kU Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi yang terbaru di Puspatilak UU, di mana keseniva buku tersebut diterbitkan 
Tahun 2017. Terdapat delapan Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan 
Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diterbitkan. Pentilis berkoordinasi dengan 
Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan VU untuk pengumpulan bahan baik dalarn 
bentuk manual maupun .vufi copi'. Pengumpulan semua buku bertujuan untuk 
memudahkan Penulis dalarn memilih dua buku yang akan diikhtisarkan. Realisasi 
tahapan kegiatan mi dapat ditihat pada gambar di bawah mi: 

,z!!' 

Gambar 1. Pengumpuan Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang 
berdasarkan Putusan Mahkarnah Konstitusi 
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Gambar 2. Folder Buku Anahsis dan Evaluasi lJndang-Undang berdasarkan 
Punisan Mahkarnah Konstitusi 

Setelab melakukan penghimpunan buku, penulis berdiskusi dengan mentor, 
akhirnya dipilth dna buku, yaitu Analisis dan Evaluasi Undang-tindang 
I(elenagakerjaan dan IJudang-Undang Komisi Yudisial berdasarkan PLttusan 
Mahkamah KonstItusr. Kemudian, Penulis meminta persetujuan dan masukan Kepala 
Pusat Pernanauan Pelaksanaan Undang-tJndang (Kapuspanlak UU). Kapuspanlak IJU 
menyetujui kedna bukit yang telah PCrILILIS pilih Adapun pertimbangan yang dipilih 
dalam peniilihan kedua buku tersehut adatah dari banyak dan sedikitnya putusan MK. 
Buku analisis dan evaluasi VU Ketenagakerjaan dipilih karena adanya putusan 
Mahkamah Konstitusi yang relatif banyak, yaitu sepuluh putusan Mahkamah Konstitusi 
serneniara analisis dan eva[uasi VU KY dipilih karena putusan Mk yang relatif sedikit 
yaitu sebarLyak dua purusan. 

—:;- 

Gambar 3. Konsiiltasi dengan N4entor 

14 



Eg 
31 

-. 	U1J IC. Edit 
	

d,., 	 Wi tJk Edit 
275 AprI 2017 
	

Koordntor 5 Ap.( 201 

Gambar 4. Folder Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan 
Putusan Malikamah Konstitusi yang disetujul. 

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada 
kegiatan ini adalah: 

I. Akuntabilitas 
Kegiatan penelusuran bLLku dilakukan dengan memastikan bahwa sumber data yang 
digunakan merupakan sumber terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Penutis 
juga melakukan pemilihan judul buku melalui diskusi dengan mentor serta meminta 
persetujuan atasan sebagal bentuk perwujudan rii[ai pertariggungjawaban dan 
transparailsi. 
Nasionatisme 
Penulis berdiskui dengari mentor dan atasan sebagai bentuk pengamalan Pancasila 
sila ke-4 yaitu adanya musyiwarah mufakat. 
Etika Publik 
Penulis mengedepankan nitai-nitai sopan santun dan etika pada saat berkonsultasi 
dengan mentor serta saat meminta persetuuan atasan. 
Komitmen Mutu 
Kegiatan menghimpun buku dan memilih dua buku yang akan diikhtisarkan 
dilakukan dengan rnernperhitungkan efektivitas dan efisiensi. 

Kegiatan menghimpun Buku Analisis dan Evaluasi Uridang-Undang berdasarkan 
Putusan Mahkarnah Konstitusi ml mcnguatkan nilai-nilai religius (percaya kepada Tuhan 
yang Maha Esa, bahwa dalam semua tahapan pekerjaan saya seyogyanya senantiasa 
cfiniatkan ibadah). akuntabel (rnenggunakan sumber pencrimaan data yang dapat 
dipertanggunjawahkan), profesional (nienggunakan kompctensi dan keniampuan 
Penulis dalam memilih judul buku), dan integritas (menjunjung tinggi dan mematuhi 
sernua aturan yang berlaku datam instansi) yang dianut otch instansi. 

Adapun dampak jika nilai ANEKA tidak dilaksanakan adalah penyetesaian tidak 
tepat waktu, sumber data tidak valid, dan hasit ikhtisar tidak komprehensif. 
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Gambar 5. Rapat Koordinasi tanggal 15 Agustus 2018 

2. Kegiatan 11: 

Kepala Puspanlak UU mendukung rancangan aktualisasi dengan niengundang 
rapat Bidang Data dan Teknologi lnformasi (BDT) untuk membuat halaman 
khusus di website Puspanlak UU terkait penyalian ikhtisar Buku Analisis dan 
Es aluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Koustitusi 
(dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2018 dan 12 September 2018) 

Kegiatan kedua dilaksanakan path tanggal 15 Agustus 2018 dan 12 September 2018 

dalam bentuk Rapat Koordinasi yang dipimpin okh Kapuspanlak UU sebagal atasan. 

Rapat yang pertama hampir bersamaan dengan persetujuan pernilihan huku oleh 

Kapuspanlak UU, namun sebelum rnenvctujui kedua buku, pada prinsipnya Kapiispanlak 

UU telah bersedia mendukung kegiatan aktualisasi dan rncngetahui rencana pembuatan 
halarnart khusus pada wt'bsite Puspanlak UU. Rapat koordinasi mi dilakukan bekerjasama 

dengan BDTI datarn rangka pernbahasati awal mengenai produk yang akan ditampilkan 
serta pengelotaan tampilan webs ire yang dikehendaki. 

Kegiatan liii mengalami penyesuaian dari yang direncanakan, di mana awalnya 
direncanakan diagendakan di tahapan keenam, namun dimajukan menjadi tahapan kedua 
karena alasan cfektivitas dan efisiensi waktu mengingat sebagian teman lain dan 

Puspanlak UU uga merniliki kegiatan aktualisasi terkait digitalisasi sehingga pembuatan 
halaman pada webs ite juga dilaksanakan secara bersania. 
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Gambar 6. Rapat Koordinasi tanggai 12 September 2018 

Kegiatan rapat koordinasi mi terdiri dari beberapa tahapan kegiatan lanjutan. 
Tahapari pertama adalah menyiapkan matert rapat dan prosedur manual yang akan 
dirapatkan. Penulis juga menghubungi pihak Tata LJsaha untuk menyiapkan undangan 
rapat (Lampiran 2). Hasil darl rapat ditulis datani Lapornn Singkat yang ditandatangani 
oleh Kapuspanlak ULI (Lanipiran 2). Diskusi daLam rapat beijalan dengan lancar dan 
Penulis mendapat masukan dari atasan dan rekan analis hukum. Adapun perniasalahan 
tekriis adalah perlunya menycsuaikan kepentingan penulis derigan padatnya kesibukan 
pihak BDTF untuk siap rnembuat halaman website sesuai yang penulis ajukan. Pada rapat 
berikutnya, penulis melakukan presentasi terkait progress pengelolaan tebsite serta 
kendala yang dihadapi. 

Dar-i rapat koordinasi, beberapa output di antaranya dapat dilihat path gambar 
benikut: 

PO= R%PAT BERSAMA BDTI 

Ban, Taxsggal SeLiaa, 14 4gusts 2013 	
ci 

Nanta 	Annisita Putri Andini 

NIP 	1;9IIIi72o1sot2cU2 

Jaatan Analis .ukuin 

Unit Kera Pusar ?emanr3uan PeLakaanaan UndrCndang 

I. kkuaisas yang dibuat adaJab •ertait d:gitahaasi Buku 
Anaiuis dan E'a1uas UndanUndaxig berdasarkan PunLsan 
lahkaniai K) ,istitusi pads Webaite PU5FaflIak CU. maka 

thbutuhkan akun supsr agar snalia mendapatcan akses 
untuk input Jan edit data. 

2. Pertu rsnambahan pada menu oroduk berupa Ana1iat Jan 

Eaktaut CC bardasarkan Pututan 11V 
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Gambar 7. Pointer Materi Rapat 

Meiaiui rapat pertama, Penulis rnendapat hak kelota website dengan merniiki akun 
super sebagai berikut: 
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Gambar 8. Akun "Super' 

WP 



7 	 - 

C 	 C C P700tJlC 	 C 

3,7043,3 L= 
&'315E17,7713fl3 	 3 4,. 

IKRMIO4 	-. 

4 	
N 

a 

SISTEM PEPIDUKUNG' 
•k.,,,-OIWAIS MWMRM UIYAJ 

DASM 

- - 0 	PPNS$IN0MAN 

*WWA DPW Rt 

HUKIJH 

Adapuii dalam rapat kedua taiiggal 12 September 2018, tanipilan menu yang berliasl 
dihuar oleh BDTI sesuai perminraan Penulis dengan arahan Kapuspanlak UU ada)ah 
scbagai berikut: 

ti 
	O.k.bulkan olen UK 

--------- 

-fl-I 

7I%WIS 	 'I3IO!44*4tI 	 - 

)nrclI r4M 4*f'flIflfl 
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3 	 ,*".brJfl ,fl.a 
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Gambar 9. Hasit Dari Output Kegiatan II: Mengelola Website Puspanlak UU 
Sebagai Admin 
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(janihar 10. 1 lalaman depan produk Analisis clan Evaluasi IJU berciasarkan 
PLttusan MK 

m 	 X 	, 	 . - X P.US . 	 X 	 X + 	 - 

m 1  
- 	 Undg-ucda1g 

Reurne 

La N 

Pacaa 

crg¼a Tn 

KesmpuIan 

Rcmniai 

Gambar II. Tampitan Menu Analisis clan Evaluasi UU herdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi 
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Beberapa ketentuan teknis terkait tahapan yang dapat di]akukan dalam mengelola 

website dapat Penulis uraikan sebagai berikut: 

Website Puspantak UUAdmin: 

Masuk ke https:/1portal. dpr.go. id/uthn  in/index 
Menu awal Portal DPR RI - Puspanlak UU (super) 
Puspanlak UU Admin: Menu - Produk - Evaluasi UU 
Evaluasi UU (Tambab/Edit - Simpan) 

%Vebsite Puspanlak UU Publik 

1. Masuk kepuspanlakuu.c/pr.go.id  - Pilih Produk - Pilih Analisis dan Evaluasi UU 

yang Dikabulkan oleh MK 
2. Terdapat dua ikhtisar buku yang akan ditampilkan: 

Analisis dan Evaluasi UU Ketenagakerjaan berdasarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi 
Analisis dan Evaluasi UU Komisi Yudisial berdasarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi 

Terdapat beberapa kendala dari tahapan kegiatan mi, di mana tampilan website 

sesekali error" sehingga apa yang telah disimpan tidak dapat tersaji pada website secara 
publik Namun permasalahan tersebut dapat terselesaikan setelah dikonsultasikan dengan 

pihak BDTL 
Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada 

keg iatan mi adalah: 

Akuntabilitas 
Persiapan dan pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan dengan penuh tanggung jawab, 
memiliki 	kejelasan 	dan 	dilakukan 	secara transparan 	sebagai 	bentuk 

pertanggungjawaban kinerja penulis. Hal mi juga tercerrnin dengan adanya laporan 

singkat, dokumen pointer materi rapat, dan diberikannya undangan rapat. 
2. Nasionalisme 

Rapat koordinasi dilakukan dengan suasana diskusi antara Penulis dengan atasan, 
mentor, BDTI, dan rekan analis. Hal tersebut nierupakan bentuk pengamalan Pancasila 
sila ke-4 yaitu adanya musyawarah mufakat. 

3. Etika Publik 
Penulis mengedepankan nilai-nilai sopan santun dan etika pada saat melakukan 
persiapan hingga rapat dijalankan. 

4. Kornitmen Mutu 
Kegiatan permintaan tampilan menu ikhtisar buku pada website dilakukan dengan 

memperhitungkan efektivitas dan efisiensi. 
5. WoG 
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Kegiatan dilakukan dengan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dengan unit lain, 
yaitu BDTI untuk mencapai tujuan yang sama dalam satu instansi dan mampu 
diwujudkan dengan komitmen dan dukungan atasan sebagai pimpinan. 

6. Manajemen ASN 
Atasan mendukung kegiatan aktualisasi sebagai bagian darl pengembangan 
kompetensi ASN, yaitu dengan menijembatani koordinasi Penulis dengan BDTI. 

Kegiatan rapat koordinasi mi rnenguatkan nilai-nilai religius (percaya kepada Tahani 
yang Maha Esa, bahwa dalam semua tahapan pekerjaan saya seyo( .I;yanya senantiasa 

diniatkan ibadah), akuntabel (rapat koordinasi yang dilakukan dapat 
dipertanggungjawabkan dibuktikan dengan adanya undangan, laporan singkat, dan daftar 
hadir), pro lesional (mcnggunakan kompetensi dan kemampuan Penulis), dan integritas 
(menjunjung tinggi dan mematuhi sernua aturan yang berlaku dalam instansi) yang dianut 
oleh instansi. 

Adapun dampak jika nilai ANEKA tidak dilaksanakan adalah tujuan digitalisasi 
analisis dan evaluasi UU berdasarkan Putusan MK tidak tercapai dan rekan kerja tidak 
mau bekerjasama. 

3. Kegiatan 111: 
Nlenyusun ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan 
Putusan Mahkamah Konstitusi 
(dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan 4 Oktober 2018) 

Kegiatan HI dilakukan dan Minggu ke-3 Agustus hingga Minggu ke-1 Oktober 
2018. Kegiatan mi memiliki beberapa tahapan lanjutan. Pertarna diawali dengan 
mengelompokkan beberapa materi pokok untuk dijadikan ikhtisar buku. Outputnya 
berupa dokumen mateni pokok untuk dijadikan ikhtisar buku yang Penulis gunakan 
sebagai panduan penyusunan ikhtisar (tampilan lebih Iengkap pada Lampiran 3). 
Penyusunan ikhtisar dikerjakan berdasarkan beberapa poin, di antaranya: Latar Belakang, 
Permasalahan, Keran gka Teoni, Analisis dan Evaluasi, Kesimpulan, dan Rekomendasi. 
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Garnbar 12. Materi Pokok ikhtisar E3uku sebagai Panduan Penulisan 

S etelah penge Ionipokkan, Penulis melakukan penelaahan materi po kok untuk 

djadikan ikhtisar buku. Tahapan ml dilakukan dengan rnenelaah aspek-aspek penting dan 
setiap poin yang relah dikclornpokkan (dari kedua buku), untuk kemudian menjadi 
batasan masalahyang diikhtisarkan. Flat mi penting dilakukan agar ikhtisar yang 
dihasilkan tidak terlalu tebal, sesuai dengan apa yang diarahkan atasan. 
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Gambar 13. Dokumen telaahan singkat ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi IJU 
berdasarkari Putusan MK berdasarkan masingmasing sub bab. 

Proses mi memakan waktu hingga Oktober karena tahapan akhirnya adalah 
menyerahkan hasil ikhtisar buku dan berkonsultasi dengan Kapuspanlak UU terkait 
substansi. Namun, Kapuspanlak VU memerlukan waktu untuk rnembacanya. Pada 
tahapan mi, penyusunan ikhtisar t&ah selesai dilakukan untuk selanjutnya dilakukan 
proses revisi. 
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Gambar 14. Bagian dan print out ikhtisar buku (halaman kngkap pada output 
kegiaran IV: sudah ditandarangani acc revisi) 

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dat am NKRE pada 
kegiatan ini adatah: 

Akuntabilitas 
Penyusunan ikhtisar ditakukan dengan penuh tanggung jawab, memiliki kejelasan dan 
dilakukan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja penulis 
terhadap atasan. Sernua dimutai dari proses awat hingga akhir dengan kejetasan 
panduan. 
Etika Publik 
Penulis mengedepankan riilai-nifai sopan sanrun dan etika pada saat melakukan 
penyerahan dral ikhtisar buku kepada atasan. Kemudian, saat menyusun ikhtisar 
Penulis memperhatikan kode etik ASN, yaiw tidak plagiat. 
Komitmen Mutu 
Penyusunan ikhtisar huku dilakukani dengan memperhatikan etTektivitas, et'isiensi. 
inovasi dan menjaga inutu produk. 
Manajemen ASN 
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Pengembangan kompetensi ASN yang diwujudkan melalui ruang konsultasi dan 
pertukaran ilmu yang terbuka oleh atasan. 

Kegiatan menyusun ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang 
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi menguatkan nilai-nilai religius (percaya 
kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa dalam semua tahapan pekeijaan saya seyogyanya 
senantiasa diniatkan ibadah). akuntahel (menggunakan pertanggungjawaban balk secara 
ilmiah maupun kincrja), profesionat (menggunakan kompetensi dan kemampuan Penulis 
dalarn menelaah dan menyusun ikhtisar), dan integritas (menjunjung tinggi dan mematuhi 
semua aturan yang berlaku dalarn instansi dalarn pengerjaan produk) yang dianut oleh 
instan Si. 

Adapun dampak jika nilai ANEKA tidak dilaksanakan adalah hasil ikhtisar analisis 
dan evaluasi UU berdasarkan Putusan MK tidak kornprehensif, tidak singkat, dan tidak 
tepat waktu. 

4. Kegiatan IV: 
Revisi ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan 
Mahkainah Konstitusi 
(dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 5 Oktober 2018, 8 Oktober 2018, dan 16 
Oktober 2018) 

Kegiatan revisi mi diawali dengan penyerahan draf ke mentor terlebih dahulu pada 
tanggal 5 Oktober 2018 agar penyampalan ke atasan dapat sejalan. Setelah mentor 
membaca dan menyetujui untuk melanjutkan kegiatan konsultasi dengan atasan, Penulis 
akhimya menghadap atasan pada tanggal 8 Oktober 2018. Secara umum, tidak banyak 
revisi yang dilakukan. Hanya sekitar dua kali. Namun terdapat beberapa hambatan yang 
penulis hadapi, di antaranya: 

Ikhtisar hams disusun jauh iebih singkat, namun kenyataannya penulis kesulitan 
memangkas pendapat hukum hakim konstitusi yang cukup panjang sehingga 
berpengaruh pada berlebihnya halaman, kemudian banyaknya pasal yang juga cukup 
panj ang 
Arahan atasan: tetap upayakan maksirnal 15 halaman, pendapat hakim jangan diubah 
kalimat yang menyebabkan kaburnya substansi, materi pokok diambil dar -i kesimpulan 

saja. 
UU Kctcnagakenjaan terdiri dari 10 Putusan MK sehingga jika dipaksakan 15 halaman 
dikhawatirkari akan rnengurangi substansi. Solusinya adalah Kapuspanlak UU dan 
mentor menyetujui revisi ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi IJU Ketenagakerjaan 
mendapat pengecualian denganjumlah 17 halaman. 
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Garnbar 15. Proses pengerjaan revisi dan konsultasi bersama atasan thin mentor 
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Gambar 16. Dokumen (print out) ikhtisar Analisis dan Evaluasi Undang-Undang 
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstiwsi yar.g telah disetujui Kapuspanlak VU 
dan Mentor (16 Oktober 2018) 
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Penerapan nilai-nilai dasarASN dan peran serra kedudukan ASN dalarn NKRI pada 
kegiatan mi adalah: 

Akuntabilitas 
Proses revisi ikhtisar dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparan sesuai 
arahan atasan sebagal benruk pertanggungjawaban kinerja penulis. 
Etika Publik 
Penulis mengedepankan nilai-nilai sopan santun dan etika pada saat melakukan 
konsultasi hingga penyerahaii akhir ikhtisar buku, baik kepada atasan maupun kepada 
mentor. 
Komitmen Mutti 
Penyusunan ikhtisar buku dilakukan dengan memperhatikan efcktivitas, efisiensi, 
inovasi dan menjaga mutu produk. Buku yang diringkas direvisi sebaik mungkin tanpa 
mengurangi makna putusan di setiap buku tersebut. 
Manajemen ASN 
Pengembangan kompetensi ASN yang diwujdukan melalui wang konsultasi dan 
pertukaran ilmu yang terbuka oleh atasan dan mentor. 

Kegiatan menyusun ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang 
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi menguatkan nilai- ni Iai religius (percaya 
kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa dalam semua tahapan pekeijaan saya seyogyanya 
senantiasa diniatkan ibadah), akuntabe] (data pekerjaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan), profesional (menggunakan kompetensi dan kemampuan 
Penulis dalam melakukan revisi yang berkualitas), dan integritas (menjunjung tinggi dan 
mematuhi semua aturan yang berlaku dalam instansi) yang dianut oleh instansi. 

Adapun dampak jika nilai ANEKA tidak dilaksanakan adalah atasan tidak percaya, 
proses revisi tidak optimal, serta substansi ikhtisar analisis dan evaluasi VU berdasarkan 
Putusan MK yang tidak kompreherisif. 

Kegiatan V 
Membuat halaman depan Digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang 
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 
(dilaksariakan pada 15 Oktober 2018 dan 16 Oktober 2018) 

Kegiatari ml dilakukan setelah seluruh substansi inti dipastikan telah disetujui. 
Penulis meminta kesediaan Kapuspanlak VU untuk menyusun Kata Pengantar. Adapun 
untuk Kata Sambutan tetap disamakan dengan buku aslinya. Kegiatan ml berjalan lancar. 
Tidak ada hambatan yang ditemui pada tahapan kegiatan ml, melainkan hanya berupa 
arahan teknis Kapuspanlak VU untuk kerapian penulisan dan spasi. Arahan lain dan 
Kapuspanlak VU sebagai atasan adalah pencantuman foto pada Kata Pengantar dan 
Sambutan. 
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Gambar 17. Kata Pengantar dan SambLitan Dgita1isasi Analisis dan Evaluasi VU 
berdasarkan Putusan MK 
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Pencrapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedLidukan ASN dalam NKR1 pada 
kegiatan in ada!ah: 

Akuntabihtas 
Penulis melakukan pekerjaan untuk meinbuat halaman depan termasuk menhinta 
kesediaan atasan menyusun Kata Pengantar dan Sambutan dengan tanggung jawab. 
transparan dan prolesional sebagai hentuk pertanggungjawaban kincrja. 
Etika Publik 
Penulis mengedepankan nilai-nilai sopan santun dan etika pada saat mengajukan 
perrnintaan kepada atasan. 
Kornitmen Mutu 
Pembuatan halarnan depan dilakukan dengan memperhatikan efektiv itas, efisiensi, 
inovasi. 

Kegiatan membuat halaman depan Digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-
Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi rnenguatkan ndai-nilai religius 
(percaya kepada Tithan yang Maha Esa, bahwa dalam semua tahapan pekerjaan 
seyogyanya senantiasa diniatkan ibadali), akuntabel jelas hasil produknya dan didukung 
oleh pimpinan), profesional (nienggunakan kompetensi dan kemampuan Penulis). dan 
integritas (menjunjung tinggi dan mematuhi semua aturan yang berlak.0 dalam instansi) 
yang dianut oteb instansi. 

Adapun dampakjika nilai ANEKA tidak ditaksanakan adalali tidak Eengkapnya 
penyusunan sebuah iklitisar dart Buku Analisis dan Evaluasi VU berdasarkan Putusan 
MK tersebut tanpa sambutan dan kata pengantar dart pimpinan. 

6. Kegiatan VI: 
iIengubah bentuk dokumen menjadi .pdf 
(dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2018) 

Seluruh mateni pokok dan halaman depan telah selesal dikerjakan. Pada tahap 
kegiarant mi, dokumen Ekhtisar Buku Anatisis dati Evaluasi Undang-Undang berdasarkan 
Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dibuat oleh Penulis dalain bentuk word diubah 

ke dalam bentuk pc/f Kegiatan mi hcnlangsung sangat cepat dan mudah inengingat 
kernudahan era digital saat mi, di niana sudah banyak tersedia aplikasi pc/f cornerrer 
secara online. Benikut tahapan yang penulis lakukan: __ 

-. 

.. 

- converting - 
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Gambar 19. Mengubali fIle word ke pc/f: 

Lkhtisar tersebut juga telah dapai: didigitalisasikan. Digitalisasi mi akan memberikan 

kemudahan akses bagi stake/widers terkait karena tidak perlu memegang bu.ku tebal yang 

berbentuk manual. Adapitn digitalisasi produk mi dapat dilihar melalui weh.rite Puspanlak 

UU dengan tampilan seperti di bawah mi: 
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Gambar 20. Digitalisasi Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK 

Penerapan nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalarn NKRI pada 
kegiatan mi adalah: 
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1. Akuntabilitas 
Proses konversi file dari word ke pdf tetap dilakukan dengan tanggung jawab dan 
kej ci asan. 

2, Komitmen Mutu 
Proses konversi file clari word ke pdJ' suatu bentuk inovasi darl buku manual yang 
rnasili tebal, kemudian kegiatan mi juga dilakukan derigan memperhatikan efektivitas, 
eflsiensi, dan menjaga rnutu. 

Kegiatan menyusun ikhtisar Buku Analisis dan Evatuasi Undang-Undang 
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi menguatkan nilai-nilai religius (percaya 
kepada Tuhari yang Maha Esa, bahwa dalam semua tahapan pekerjaan saya senantiasa 
diniatkan sebagai ibadah), akuntabei (menggunakan sumber yang dapat 
dipertanggungjawabkan), dan profesional (menggunakan kompetensi dan kemampuan 
Penulis) yang dianut oleb instansi. 

Adapun dampak jika nilai ANEKA tidak dilaksanakan adalah akses yang sulit dan 
tidak praktisnya tampilan buku karena masih berbentuk manual. 

7. Kegiatan VII: 
Rapat Sosialisasi dengan dukungan Kapuspanlak UU terkait Program Aktualisasi 
Digitalisasi daiam bentuk ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-IJndang 
berdasarkan putusan M ahkamah Konstitusi 
(cliiaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018) 

Kegiatan rapat sosialisasi merupakan tahapan tcrakhir dan seluruh rangkaian 
kegiatan. Kegiatan mi teiah diawali dengan menyampaikan kepada mentor dan 
Kapuspanlak IJU terkait maksud agenda saya. Mentor berkoordinasi dengan Kapuspanlak 
UU dan Tata Usaha hingga mendapatkan jadwal yang sesuai untuk saya. Pihak Tata 
Usaha Puspanlak UU segera mempersiapkan undangan. Penulis juga mendapat 
kemudahan lainnya karena ada salah satu rekan analis hukum (CPNS) yang juga hendak 
melakukan uji publik. Sehingga sesuai arahan atasan, kegiatan dapat dilaksanakan secara 
bersamaan. 

Pada mulanya Penulis bermaksud untuk melakukan sosialisasi secara meluas hingga 
ke anggota DPR RI, namun setelah berkonsultasi dengan mentor, hal tersebut tidak 
mudah. Banyak prosedur yang hams dilalui dan tidak cukup hanya dengan waktu 3 
bulan. Selain itu, perlu persetujuan dan pusat, yaitu Badan Keahlian DPR RI untuk 
kegiatan yang demikian. Keputusannya menunda hal tersebut menjadi tahapan kegiatan 
jangka panjang, sementara rapat sosialiasi yang segera dilaksanakan akan dilakukan 
secara internal. Selain Puspanlak UU, juga diundang unit lain, di antaranya: Kepala Pusat 
Kajian Anggaran, Kcpala Biro Persidangan, Inspektur II, Kepala Bagian Organisasi dan 
Tata Laksana, serta pihak BDTI. Produk mi diharapkan akan memudahkan pihak yang 
berkepentingan dalam mencari data dan informasi yang ringkas dan lebih mudah diakses. 
Berikut beberapa output yang dihasilkan dari kegiatan mi: 
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Gambar 22. Pemaparan basil pengerjaan ikhtisar Buku Analisis dan EvallLasi UU 
berdasarkan Putusan MK secara internal 

Penerapan nilai-nitai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam NKRI pada 
kegiatan mi adaiah: 

I. Akuntabilitas 
Penulis melakukan rapat sosiatisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan 
transparansi terhadap pemangku kepentingan. Penulisjuga membuat undangan sebagai 
hentuk kejefasan. 
Nasionalisme 
Hasil pengerjaan mi diharapkan dapat sating meniberi man faat dan menjadi media 
untuk kerjasama dengan rekan analis di Puspanlak UU maupun unit lain di Badan 
Keahlian DPR RE dat am menyelesaikan tupoksinya. 
Etika Publik 
Penulis mengedepankan nilai-nilai sopan santun dan etika pada saat presentasi dalam 
rapat sosialisasi tersebut. baik kepada atasan maupun peserta rapat lainnya. 
Komitmen MUtU 

Penulis mempresentasikan produk dari kegiatan aktualisasi sebagai satab satu bentuk 
inovasi ASN. 
Anti Korupsi 

Rapat sosialisasi ikhtisar buku sebagai hentuk kontrol pengawasan serta dilakukan 
dengan kej uj uran dan pertanggungj awaban i lmiah - 
WoG 

Terciptanya koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dengan unit lain di instansi urituk 
mencapai tujuan yang sarna dan diwujudkan dengan komitmen atasan. 
Pelayanan Pubtik 
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Produk hasil clari kegiatan akrualisasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rekan 
anatis hukum maupun rekan pada unit lain atas pelayanan inforniasi terkait analisis 
dan evaluasi UU berdasarkan Putusan MK. 

Kegiatan rapat sosialisasi secara internal mi menguatkan nilai-nilai religius 
(percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa dalam semua tahapan pekerjaan 
seyogyanya senantiasa diniatkan ibadah), akuntabel (adanya undangan dan daftar hadir), 
profesional (men(Irgunakan kompetensi dan kemampuan Penulis serta unit lain), dan 
integritas (menjunjung tinggi dan mernatuhi semua aturan yang benlaku dalam instansi 
dalam mengadakan rapat sosialisasi) yang dianut oleh instansi. 

Adapun dampak jika nilai ANEKA tidak dilaksanakan adalah kurangnya kolaborasi 
dan kerjasarna dengan rekan sesama analis hukurn dan unit lain, tidak adanya kontrol 
pengawasan, dan tidak optimalnya pemanfaatan produk kegiatan aktualisasi penulis. 

e. Dampak dan Adanya Kegiatan Aktualisasi 
Dampak terhadap DPR RI 

Digitalisasi Analisis dan Evaluasi LJndang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi merupakan bentuk dukungan keahlian kepada anggota DPR RI dapat 
dimanfaatkan secara efektit efisien, dan inemberikan kernudahan akses inforrnasi 
dalam bentuk digitalisasi ikhtisar bagi anggota DPR RI, stakeholders, dan masyarakat, 
khususnya terkait peniantauan pelaksanaan UU. Hal mi dikarenakan adanya dampak 
berupa kemudahan akses bagi anggota DPR RI untuk dapat mernaharni secara 
komprehensil hasil analisis Jan evaluasi bagi banyaknya Putusan MK terhadap UU 
selarna mi. Produk ikhtisar analisis dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi dapat menjadi dasar bagi anggota DPR dalam melakukan 
legislative review maupun penyusunan Prolegnas. Tersedianya digitalisasi analisis dan 
evaluasi tersebut melalui websire Puspanlak UU juga berdampak bagi keterbukaan 
inf'omiasi publik tentang bagaimana pertimbangan hukum MK. 
Dampak terhadap Puspanlak UU 

Digitalisasi Anal isis dan Evaluasi Undang-Undan g  berdasarkan Putusan Mahkarnah 
Konstitusi yang telah dibuat oleh penulis dalarn bentuk ikhtisar berdampak pada 
peningkatan kineja dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR RI. Rekan kenja 
Puspanlak UU dapat rnemanfaatkan analisis dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan 
Putusan Mahkarnah Konstitusi untuk optimalisasi dukungan Puspanlak UU terhadap 
kelancaran pelaksanaan fungsi DPR RI khususnya di bidang pengawasan. Pemanfaatan 
mi akan membuat pekenjaan Iebih efcktilclan efisien. 
Dampak terhadap Penulis 

Pembuatan Digitalisasi Ikhtisan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan 
Putusan Mahkarnah Konstirusi dalam bentuk ikhtisar yang dilakukan oleh penulis 
tentunya mcmbawa dampak positif dimana penulis dapat mcngetahui tupoksi penulis 
sebagai Analis Hukum secana lebih mendalarn. Selain itu, pembuatan ikhtisar tersebut 
dapat mengajankan penulis untuk lebih teliti dan cermat dalam pembuatan suatu analisis 
dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal mi 
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dikarenakan sifat dad analisis dan evaluasi tersebut yang sangat berrnanfaat untuk 

anggota DPR RI danjuga sebagai bentuk pertanggungjawaban Puspanlak UU terhadap 

anggota DPR RI secara khusus, dan masyarakat beserta siakeholder secara umum. 

f. Kerangka Waktu Pelaksanaan Aktualisasi 
Pelaksanaan kegiatan aktualisasi secara umum berjalan sesuai dengan rencana, hanya saja 

dalam pelaksanaannya, terdapat bebcrapa penyesuaian sesuai arahan atasan terkait urutan 

tahapan kegiatan, tools, dan sebagainya dikarenakan keadaan situasional lapangan. 

36 



 IVJciIyI11..1II 	[)LIJ1I 	EIIII 

dan 	[ivaluasi 	Undang- 
Undang 	herdasaikan 

Putusan 	Mahkumah 
Konstitusi 	yang 	akan 

di pub Ii kas ikan 

 Kepala 	Piispanlak 	VU 
ineudukung 	rancangan 
aktualisasi 	dengan 
niengundaiig 	rapat 	BDTI 
untuk 	membuat 	halaman 
khusus di uc'hsite Puspanlak 
VU 	terkait 	pcnyajian 

ikhtisar Buku Analisis dun 

Eval uasi 	Undang-U ndang 

herdasarkan 	Putusan 
Fv1ahkaiiiah Konstitusi 

 M enyusun 	i kht isa r 	Bun 
Artalisis 	clan 	lvaIuasi 
U ndang-Undang 

het-dasarkan 	Puiwsan 
Ivl ahkainah }(oflstjtusj 

 Revisi 	ikhtisar 	l3uku - - 
Analisis 	dan 	Evaluasi 
Undang-Undang 
berdasarkan 	Putusan 
fVlahkaiiiah Konstitusi 

 Menibuat 	halaman 	depan 

Digital isasi 	Buku 	Anulisis 
dan 	Evaluasi 	Undaug- 
Li udang 	herdasarkau 
putusan 	Mahkaina!i 
Konstitusi 

 Mengubah hentuk dokumen 

inetijadi ,pdf 

36 



BAB lY 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
Kegiatan aktualisasi dan habituasi dilaksanakan pada tanggal 30 Juli s/d 30 Oktober 

2018. Kegiatan aktualisasi terdiri dari tujuh tahapan kegiatan, dirnulai dari awal Bulan 
Agustus hingga akhir Bulan Oktober. Kegiatan aktualisasi menghasilkan output berupa 

sebuah Digitalisasi Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam website www.puspanlakuu.dpr.go.id . 

Secara umum, kegiatan berjalan dengan [ancar sesuai perencanaan, hanya beberapa hal 
yang perlu disesuaikan dengan arahan atasan dan perubahan jadwal kegiatan dikarenakan 
terdapat hal-hal situasional yang harus segera dikerjakan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan 
dengan berlandaskan pada lima nilai-nilai dasar ASN yang terdiri darl Akuntabilitas, 
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA). 

Pembuatan ikhtisar dan Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan 
Putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dalam rangka mengoptimalisasikan tupoksi 
Puspanlak UU, yakni dengan menghasilkan suatu analisis dan evatuasi suatu UU berdasarkan 
Putusan MK yang !ebih ningkas, komprehensif, dan mudab diakses. Kegiatan aktualisasi mi 
menjadi suatu produk Puspanlak UU yang dapat mendukung kinerja Anggota DPR RI 
khususnya dalam menjalan.kan fungsi pengawasan. Terhadap penulis, pelaksanaan kegiatan 
aktualisasi tentunya sangat bermanfaat dalarn menciptakan suatu pemahaman, pembelajaran, 
dan pengimplementasiaan atas nilai-nilai dasar ANEKA sebagaimana yang telah diajarkan 
selania Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2018 yang diselenggarakan di LAN 
Pejompongan. Nilai-nilai dasar ANEKA berfungsi untuk membenikan pedoman pengeijaan 
kegiatan aktualisasi dan juga berfungsi untuk memberikan pedoman bagi Penulis 
mengerjakan tupoksi sebagai Analis Hukum di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Badan Keahlian DPR RI. 

b. Saran 
Kegiatan mi merupakan inovasi dalam pengembangan penanganan perkara MK. Apabila 

ditetapkan menjadi salah satu program unggulan Puspanlak UU maka disarankan untuk 
dibentuk kelompok kerja dikarenakan membutuhkan ketelitian, ketajaman analisa, sernentara 
UU yang diputus MK tidak sedikit. Sehingga dalarn jangka panjang diharapkan sudah 
banyak UU yang dianalisis dan dievaluasi agar legislative review yang dilakukan telah sesuai 

dengan pertimbangan hakim MK yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. 
Kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan mi, diharapkan mampu memberikan 

kontribusi bagi visi misi organisasi serta kontribusi terhadap pengutan nilai organisasi 
Sekretaniat Jendera! dan Badan Keahlian DPR RI. Besar harapan program yang telah 
dibangun dapat dilanjutkan secara berkesinambungan dan senantiasa selalu berlandaskan 
pada nilai-ni!ai dasar ANEKA sehingga menjadikan ASN mampu membenikan pelayanan 

publik yang pro lesional. 



LAMPIRAN 1. 

Menghimpun Buku Anaiss dan Evahiasi Undang-Undang berdasarkan Pujusaø 
Mahkamah Konstitusj 

Kegiatan: Menelusuri Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkarnah Konstitusi 
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Output 1. Folder Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan N4ahkarnah Konstitusi 



Rapat Koordinasi tanggal 15 Agustus 2018 

Lampiran 2. 

Kepala Puspanlak UU mendukung rancangan aktualisasi dengan mengundang rapat 
Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) untuk membuat halaman khusus di 
website Puspanlak UU terkail penyajian ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-
Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Rapat Koordinasi tanggal 12 September 2018 



POINTER RAPAT BERSAMA BDTI 

Han, Tanggal 	Rabu, 12 September 2018 

1. Terdapat beberapa poin ikhtisar yang akan ditampilkan di website 
dan dibutuhkan menu untuk input data. 

Tampilan website puspanlak UU sebagai admin 
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Bahwa sebelumnya pernah dilakukan penyajian analisis dan evaluasi 
UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang belum optimal 

2 

	

Dibutuhkan beberapa poin yang perlu diubah: 

Tampilan sebelumnya: 
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I 
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Rekcn,enas. 

Poin di atas agar disesuaikan dengan tampilan sebagai berikut: 

Judul: Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 
Tahun.,. Tentang ... berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 

A. LATAR BELAKANG 

B. PERMASALAHAN 

C. KERANGKA TEORI 

D. ANALISIS DAN EVALUASI 

ANALISIS 

EVALUASI 

E. KESIMPULAN 

F. REKOMENDASI 

3. Tambahkan ikon "pdf" pada pojok kin bawah 



POINTER RAPAT BERSAMA BDTI 

Han, Tanggal 
	

Selasa, 14 Agustus 2018 

Nama 	: Annisha Putri Andini 

NIP 	199111072018012002 

Jabatan 	: Analis Hukum 

Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Aktualisasi yang dibuat adalah terkait digitalisasi Buku Analisis dan 
Evaluasi Undang- Undang berdasarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi pada website Puspanlak UU, maka dibutuhkan akun super 
agar analis mendapatkan akses untuk input dan edit data. 
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Perlu penambahan pada menu produk berupa "Analisis dan Evaluasi 
UU berdasarkan Putusan MK" 
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Terdapat dua UU yang akan diikhtisarkan kemudian di input ke 
website. 



Output Kegiatan H: 
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Tampilan Menu Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi 

1. Tampilan Menu Analisis dan Evafuasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi (Portal DPR sebagai admin) 
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2. Tampilan Menu Analisis dan Evaluasi CU berdasarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi 
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Hasil dari Output Kegiatan II: mengelola website Puspanlak UU sebagai admin 

WEBSITE PUSPANLAK CU ADMIN 

Masuk ke https://portaLdpr.go.id/admin/index  
Menu awal Portal DPR RI 4 Puspanlak CU (super) 
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Puspanlak UU Admin: Menu 4 Produk 4 Evaluasi CU 
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3. Evaluasi UU (Tambah/Edit - Sim pan) 
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WEBSITE PUSPANLAK UU PUBLIK 

1. Masuk kepuspanlakuu.dpr.go.id  - Pilih Produk -* Pilih Analisis dan Evatuasi 
UU yang Dikabulkan oleh MK 



Lampiran 3. 

Menyusun Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan MK 

1 Dokumen materi pokok untuk dijadikan ikhtisar buku sebagai panduan penyusunan 

Materi Pokok untuk lkhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi disusun sebagai Panduan Penyusunan Ikbtisar Buku Analisis 

dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Penyusunan lkhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi disusun dengan ketentuan teknis penulisan sebagai 

berikut: 

Dikerjakan sebanyak 10 s/d 20 halaman 

Font Bookman Old Style, ukuran 12, spasi 1,15 

Rata kiri-kanan (just 

Ukuran margin normal (top 2,54 cm, left 2,54 cm, bottom 2,54 cm, right 2,54 cm) 

2. Beberapa materi pokok penyusunan ikhtisar buku Analisis daii Evaluasi Undang-

Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi disusun jauh lebih singkat terdiri 

atas beberapa poin, di antaranya sebagai berikut: 

KATA PENGANTAR 

Kata Pengantar ditulis oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan di Pusat Pemantauan Pelaksaaan Undang-

Undang. Kata pengantar berisi ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

penjelasan mengenai pentingnya Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang 

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi disusun, ucapan terima kasih kepada 

seluruh pihak yang membantu, harapan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksaaan 

Undang-Undang akan rnanfaat bagi pembaca serta kesediaan menerirna kritik dan 

saran. 

JUDUL 

Judul ditulis dengan penekanan bahwa analisis dan evaluasi Undang-Undang 

berdasarkan Putusan Mahkarnah Konstitusi merupakan hasil dan rangkuman seluruh 

isi buku dalam bentuk ikhtisar. Judul ditulis dengan "Ikhtisar Buku Analisis dan 



Evaluasi Undang-Undang Nornor .....Tahun... Tentang ... berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi 

LATAR BELAKANG 

Latar belakang berisi landasan konseptual dan kaitannya dengan landasan 

kontekstual yang melatarbelakangi dilakukannya analisis dan evaluasi Undang-

Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan mengenai 

alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam ikhtisar merupakan hal 

yang penting, menarik, dan perlu untuk dikaji dan dievaluasi harus dijabarkan 

dengan jelas di latar belakang. Landasan konseptual di antaranya adanya 

kewenangan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan ULJD 1945 dan 

dasar hukumnya, kemudian dikaitkan dengan landasan kontekstual tentang 

adanya pengujian Undang-Undang terhadap UT.JD 1945 di Mahkamah Konstitusi, 

jumlah pengujian Undang-Undang yang telah diputus Mahkamah Konstitusi serta 

pentingnya dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang yang 

dimaksud. 

PERMASALAHAN 

Permasalahan berisi beberapa perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yaitu 

yang mampu menjawab: (1) Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai 

implikasi terhadap pasal atau avat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan 

hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi?; dan (2) Apa aki bat hukum 

terhadap pasal atau ayar suatu undang-undang yang dinyatakan Mahkamah 

Konst it usE sebagai konstitusionalitas/inkonstitusional bersyarat? 

KERANGKA TEORI 

Kerangka teori merupakan kerangka acuan yang disusun berdasarkan prinsip atau 

teon yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi, khususnya datam melakukan analisis dan evaluasi Undang-Undang 

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Kerangka teori disusun terdiri atas 

konstitusionalitas undang-undang, putusan mahkamah konstitusi final dan 

mengikat, serta akibat hukum putusan mahkamah konstitusi. 



D. ANALISIS DAN EV4LUASI 

ANALISIS 

Analisis bensi uraian hasil kegiatan seperti, mengurai, membedakan, mernilah 

sesuatu, menyelidiki, khususnya terhadap suatu undang-undang yang diputus 

Mahkamah Konstitusi. 

EVALUASI 

Evaluasi berisi uraian tentang penilaian terhadap undang-undang yang diputus 

Mahkamah Konstitusi. 

E. KESIMPULAN 

Kesimpulan berisi uraian akhir yang ringkas darl basil analisis dan evaluasi 

undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi serta implikasi yang 

ditimbulkan. 

F. REKOMENDASI 

Rekomendasi berisi saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan, atau 

menguatkan mengenai tindak lanjut dan analisis dan evaluasi undang-undang 

yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. 

3. Perbandingan penguraian bab darl Buku dan dituangkan ke dalam penyajian Tkhtisar 

dapat dilihat sebagai berikut: 

BUKU ANALISIS DAN EVALUASI 

UNDANG-UNDANG BERDASARKAN 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

IKHTISAR BUKU ANALISIS DAN 

EVALUASI 	UNDANG-UNDANG 

BERDASARKAN 	 PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

BAB I: PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG 

A. LATAR BELAKANG B. PERMASALAHAN 

PERMASALAHAN KERANGKA TEORI 

C. TUJUAN KEG1ATAN D. ANALISIS DAN EVALUASI 

D. KEGUNAAN KEGIATAN 1. ANALISIS 

E. METODE KAJIAN 2. EVALUASI 

BAB H: KERANGKA TEORI E. KESIMPULAN 

A. KONSTITUSIONALITAS F. REKOMENDASI 

UNDANG-UNDANG 

B. PUTUSAN 	MAHKAMAH 



KONSTITUSI 	FINAL DAN 

MENGIKAT 

C. AKIBAT HUKUM PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

BAB ifi: ANALISIS DAN EVALUASI 

UNDANG-UNDANG 

ANALISIS IJNDANG-IJNDANG 

EVALUASI UNDANG-UNDANG 

BAB IV: PENUTUP 

A. SIMPULAN 

B. REKOMENDASI 

2. Telaahan Singkat Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi 

Telaahan Maten Pokok untuk Ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-lJndang 

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Panduan Penyusunan harus memuat 

beberapa pokok-pokok materi yang dimaksudkan agar Penulis dapat memperoleh gambaran 

awal sebelum membuat ikhtisar Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi, yang dapat diuraikan pada tabel berikut: 

POIN TELAAH MATER! POKOK IKILTISAR ANALISIS DAN 

EVALUASI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN 

UNDANG-UNDANG KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

A. Latar Kewenangan pengujian oleh MK berdasarkan UIJD 1945 

Belakang Pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang 

Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi 

Jumlah pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang- 

Undang Komisi Yudisial yang telah diputus Mahkamah Konstitusi 

B. Permasalahan Tkhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi setidaknya harus mampu menjawab 

beberapa 	perurnusan 	perrnasatahan 	terhadap 	Undang-Undang 



untuk dilakukannya perubahan dan legislative review terhadap 

Undang-Undang Ketenagakerjaan dan [Jndang-Undang Komisi 

Yudisial yang diputus Mahkamah Konstitusi 

3. Bagian darl print out ikhtisar buku (halaman lengkap pada output kegiatan IV: sudah 

ditandatangani ace revisi) 

t 20t)3 LN?A 

.Lhbz 

ii twa k:aen..i, hi 	 1 c &,. -. D.. ...........•_ - 
'it t i rLi.,r 	24C . 

 l'itk:ilt. lith, 	S'hn'1a, r'i 	a?D Twihrrrit !H 	hdhL,r ra.r 	
+,,rrk'n \r aiithi 	' 

fl" rn' 	!V,dir r,nik.it Ycr,,a!,,a dan  

jrti.,:. iWiap L 	it.' 	 g 	di-riiiD 	!i -1 	 I') airw ! 	
.l 7iirittn 	 hitarnr?r Crn.ru.i,1 	 • j 1 

iti Ihr!iijfl 2tfl 1 Writing Prtih..Jr., kra, t,fl4.,r,j  irnr,or 2 	t.rhirr .!J1 i wl,ran,i Mhrjiit, 	inn nit 	ritt' h3C. 
ITrnrrutikm irohwa 's.Irh situ 	 Minkumib k-,n'i.rra,r 
szla.rlit mcngr.riiiz pant Urrgknt w'gTarru Lisa :prakj,jr p.,r.n.rrr -t-g 
b-rth.i E,ril uirruk rnnngujl ran.J.,itg tithing rnitradap Uird.t-
lrdir,g Dinir 

Pnngtjian U"d"9-uld'ntt trthan, tJt;I) 	 24 
nkh Prrnnirnrr vrn 'nrrrupnk,in pibti. ting rJnan 

iLrit bcriakunit aunt UI ng'mr&irrg DIi.p Pittrb 51 
IJO Mit juitzn mnrnva?.darn briini prrda urarn arhida p pnitrah trr' 
mtrbnnhrp,g.p halt da,r'uau %c,r 

dgtkan n!,,!. Iinrltrkmnur 	aatnI trndar,g rtang 	nri;ur 
knpdania rlibrnkan halt uraair tnnngtirtltn,. nin 	ang- 
nodang trrwbur kepnda Mahkamah Konsr:js, 

Orrn,rlar dirt ,ajnir t.nrtakanyt, Lrriltr 'Urrda,,g ritlri,,n 

1itihir 2(kit3 riling iDirrigih ant, 	'i,j gr,rrisi,;wrratin 
frmnggr: ,.s.0 I,,, Until, Lrnitak 	 aba'ain çrngu,r.rn rrrt'siitip 
mairrutyn di Mahhanrnh Konnrirrisr. bitt peluitrnk.n knrnit 

,runrnitl lirrl.ir-,rk.,.i t4t rang IcLiiicnrh..su 

dikrnpu'karnirkh Prru,1119. s;rrlitFstI , Ir:r.,ur &1at Inn Itjj, ti thçi,i 

10 trpiiiuhl Jrrkwr.i yang dIkalJrk.n, perri,hos.a,: piurgu .,a,:nnn 

nIgh Muhhanrnh !ittinnItIiti,i. 

-it 

it.aALi$Ia IM?! FJAVL1 
2004 

 
J. 	 OOWiR 

YJ0itnj. hER .r.ORKAR PA 	J1I4%gA IhCflt: 

A L.tU lihirtg 

-i w..d.a :,'a - ,U 'it, ..• :4: 

,ai P,km, ri rprn,n irrrit' ,, tnitu.tr,. 
—11101 di da,..hn k ,tini,t 	 a •. ... 
S&,frmfl Ogn liid,,.n,. maca - . .i- 
H.irnri,Ii. !hgitnnnr. 	hit,,,. it,lit,in: , 	g..• 

yaftg ritthw  
Lai,'Janurkca, niio itir'lrkarit 	 r.n. 
frRdi 

ra 	lrhit.I,m liin a - it - , 
!r,rltrailu stttnr, 	 • .••t, tr',altL J 
krhah.n,n-, tcyt 	 rinko rarE  

	

mutant din kntnitit.,r 	'!it,m t2r 
!irnla.rnrk;,n Irnibauran inst. ar;rslrjei nni.i1 
kr'nnkionni t Wak In 	nnnarr n-:-. 	'n,tniaitr .1.. 
sr!caijnrnviu disa,,ni  slAt din titIan, :" 	ititnaititr a. 

jugh okiti snt,n.nh MahLrnran I'a... 

	

triadiC hruntrd rrsrbut. irrta-d.-tt'n ;; 	t0.i0'i 

mnrn4iritnalukw pita suani htlrnOalita fltt; 'it tr.na 

d:ngni'r ntnuirnian 	dr 	i.,,itit vain it 
ErnisnY'aitrsaditir'Yl Pm 	rulcaanitY 	zs.itzths,,D - 

nvila prrirnryi krnirnriaU,glm di;.  

InmLnga nn6ara dun xniaain ;g,lyi'n, .ntWc.  

anna pnr1lnn1nnar IIAsl 

U,U K' 'marry1 .trl..gn 	E.ntt,in 'aflntrrcriti 	rmit.ithi 

Pa,aI 	till L'LIJ ThI,uitt It-ti pirçhitiiIt 	i?_Z it 

seenna khusu'. runtilin Jn&t-'it.un, 	0gn,,,y In tilt 	- 

• 	 IrnhalIg rWrutIa:.an Mars I,Innhacg I. ria,r'it Ct,nnt ..'.it 	 'a 

Igniting Kwrirnil VIJtII.'gJI 11.1ij K' 	Dii rn rtit..'wttatitta 

trI:napJr x,igaIuran pn,a. di dii i,, itt VI tI! 	4 

bnrIrnL' , Iwanri itninOrn ,annalzgat Pa .! 	I 1,7) Ti)' 

• 	: 	 khu,,UIJID. irrkarr clernr ItdqpnnJ' nit'. 41111 itrnIt, 	- 

dali," pr';ait'a rr,Ln 	Ira)!' riktvr ,,it'!i'i hit,i at - -' 

Utah Fi.t I .YituitU,kiQflflh1l'2l 	(dlii'. mu 



Ketenagakerjaan 	dan 	Undang-Undang 	Komisi 	Yudisial 	yang 

diuraikan dalam 	buku secara singkat, padat, 	dan jelas. 	Adapun 

permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 

Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap 

pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat oleh Mahkamah Konstitusi? 

Apa akibat hukum terhadap pasal atau ayat suatu undang-undang 

yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai konstitusionalitas/ 

inkonstitusional bersyarat? 

C. Kerangka Konstitusionalitas Undang-Undang 

Teori Putusan Mahkamah Konstitusi Final dan Mengikat 

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 

D. Analisis 	dan 1. Berisi 	uraian 	analisis 	tentang 	pendapat 	hukum 	Mahkamah 

Evaluasi Konstitusi, 	implikasi 	putusan 	Mahkamah 	Konstitusi 	serta 

Analisis dissenting opinion 	hakim 	(jika 	ada) terkait 	sepuluh 	putusan 

Evahiasi Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Ketenagakerjaan dan 

dua putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Komisi 

Yudisial. 

2. Perlunya 	penyempurnaan 	terhadap 	Undang-Undang 

Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Komisi Yudisial agar materi 

dan substansinya sesuai dan tidak bertentangan dengan UIJD 

Tahun 1945, perlunya pembentuk undang-undang (DPR RI atau 

Presiden) 	berinisiatif 	melakukan 	legislative 	review 	untuk 

menindaldanjuti substansi atau norma undang-undang yang te!ah 

dibatalkan, dan perlunya mempertimbangkan pendapat hukum 

yang tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi 

sebagai dasar perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan 

Undang-Ijndang Komisi Yudisial 

E. Kesimpulan Uraian akhir yang ringkas dari hasil analisis dan evaluasi Undang- 

Undang Ketenagakerjaan (sepuluh putusan) dan Undang-Undang 

Komisi Yudisial (dua putusan) berdasarkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi 

F. Rekomendasi Saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan 
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SAMBUTAN 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat 

Tuhan Yang Maha Esa, atas atas rahmat 

dan karuniaNya. Badan Keahlian DPR RI 

menyambut balk diterbitkannya Buku 

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang 

berdasarkan 	Putusan 	Mahkamah 

Konstitusi oleh Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Dengan terbitnya 

buku mi, kami berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran 

khususnya kepada DPR RI sebagai pembentuk undang-undang dalam 

melakukan legislative review khususnya dalam mencermati pendapat 

hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya sehingga nantinya dapat 

digunakan sebagai bahan untuk menyusun Prolegnas Prioritas tahunan 

dalam daftar kumulatif perkara. 

Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI yang 

telah berkontribusi dalam penulisan buku mi dan juga kepada pihak yang 

ikut membantu terbitnya buku mi. Tentunya, naskah Analisis dan Evaluasi 

mi telah dikaji secara mendalam walaupun tidak lepas dari segala 

kekurangan. Kami berharap, semua pihak dapat mendukung terbitnya 

buku mi dan kami menyadari bahwa buku mi masih perlu ditingkatkan 

kualitasnya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan untuk 

penyempurnaan buku mi. 

Jakarta, 16 Oktober 2018 

Kepala Badan Keahlian DPR RI 

K. Johnson Rajaguguk, S.H., M.Hum 

NIP. 195811081983031006 



KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan 
kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat 
clan karunia Nya sehingga Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Badan Keahliari DPR RI dapat 
menerbitkan "Ikhtisar Buku Analisis dan 
Evaluasi Undang-Undang berdasarkan 
Putusan Mahkamah KonstitusL" Ikhtisar 

-- 	 Buku Analisis dan Evaluasi Undang- 

______________ 	 - Undang berdasarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi mi memuat topik bahasan di 

bidang perundH; ig-undangan yang merupakan hasil kajian lebih lanjut dan 
analisis dari ketentuan undang-undang yang telah diputus oleh Mahkamah 
Konstitusi. 

Sebagai sistem pendukung Badan Keahlian DPR RI, Puspanlak UU BK 
DPR RI dalam melakukan penerbitan buku mi diharapkan dapat menjadi 
media masukan bagi DPR RI sebagai pembentuk undang-undang dalam 
melakukan legislative review khususnya dalam mencermati pendapat 
hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Putusan-putusan 
Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat dijadikan dasar-dasar pemikiran 
dalam menyusun suatu Naskah Akademik terkait dengan perubahan atau 
penggantian Undang-Undang. Selain itu, ikhtisar Buku mi dapat juga 
digunakan sebagai bahan untuk menyusun Prolegnas pnontas tahunan 
dalam daftar kumulatif terbuka. 

Kami menyadari ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang 
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi mi belum sempurna, narnun 
kami berharap penulisan mi dapat bermanfaat dan dapat digunakan 
sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan 
DPR RI atas pelaksanaan Undang-Undang. 

Jakarta, 16 Oktober 2018 
Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang 

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 
NIP. 196902131993021001 
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berdasarkan Putusan MX secara internal 



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR 

Nama : 	 Annisha Putri Andini, S.H., M.H. 

NIP 199111072018012002 

Unit Kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Jabatan : 	 Analis Hukum 
Isu Penyajian Analisis 	dan 	Evaluasi 	Undang-Undang 	berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi belum optimal sehingga perlu dibuat 

dalam bentuk ikhtisar yang singkat, komprehensif, dan mudah 

diakses 
Gagasan : 	 Mernbuat digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Iindang-Undang 

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada website Puspanlak 

UU agar dapat diunduh oleh pemangku kepentingan dan masyarakat 

(Digitalisasi Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi) 
cliAlT.cDci 	P)uL) 	4a1rc(c 	dv ) 	 vljac 	U() - 

iJTJfl 	Mk 	'di jy'cAui1 	d-vic' 	r)frijadi 	-ka 

Kegiatan 	I: Menghimpun 	Buku 	Analisis 	dan Evaluasi 	Undang-Undarig berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi yang akan diikhitisarkan dan dipublikasikan 

Penyelesaian Kegiatan 	 Catatan Mentor 	 TanggalJ 

Paraf Mentor 

Tahapan Kegiatan: ic 	avi 	6iatac 
Menelusurj 	Buku 	Analisis 
dan 	Evaluasi 	Undang- 

Undang berdasarkan Putusan aruh 
Mahkamah Konstitusi yang dar 	pc1c 	ced(Lft 
terbam 	di 	Puspanlak 	UU 
(Tahun 2017) 

d1kb1 	MK Zot 
 

Mminta 	persetujuan 	dan a 
masukan Kepala Puspanlak 

r1urijci 	'aIiac 	uu 

UU 
Output 	Kegiatan 	Terhadap 
Pemecahan Isu: 

1. Folder 	Buku 	Analisis 	dan 
Evaluasi 	Undang-Undang 
berdasarkan 	Putusan 

Mahkamah Konstitusi yang 

terbaru di Puspanlak UU 



2. Folder 	Buku 	Analisis 	dan 

Evaluasi 	Undang-Undang 

berdasarkan 	Putusan 

Mahkamah Konstitusi yang 

disetujui 

Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan: 
Akuntabilitas 

Nasionalisme 

Etika Publik 

Komitmen Mutu 

Kontribusi 	terhadap 	Tusi 
Organisasi: 
Mewuj udkan 	kualitas 

pemberian 	dukungan keahlian 

kepada DPR dalam penanganan 

perkara 	penguj ian 	undang- 

undaig terhadap 1iUD Tahun 

1945 dan analjsjs dan evaluasi 

pemantauan 	pelaksanaan 

undang-undang 	yang 

profesional, 	tepat 	waktu 

akuntabel, dan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

Penguatan Ni]ai Organisasi: 

Profesional 
Akuntabel 



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR 

Nama 	 Annisha Putri Andini, S.H., M.H. 
NIP 	 : 	199111072018012002 
Unit Kerja 	: 	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Jabatan 	 Analis Hukum 
Isu 	 Penyajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi belum optimal sehingga perlu dibuat 
dalam bentuk ikhtisar yang singkat, komprehensif, dan mudah 
diakses 

Gagasan 	 Membuat digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang 
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada website Puspanlak 

UU agar dapat diunduh oleh pemangku kepentingan dan masyarakat 
(Digitalisasi Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan 
Putusan Mahlcamah Konstitusi) 

Kegiatan II: Kepala Puspanlak UU mendukung rancangan aktualisasi dengan mengundang rapat BDTI 
untuk membuat halaman khusus di website Puspanlak UU terkait penyajian ikhtisar Buku Analisis dan 
Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor 	 Tanggall 
Paraf Mentor 

Tahapan Kegiatan: i 	•e 	zo 
Mnyiapkan materi rapat dan VlUC24: 

prosedur manual yang akan - tIar 	 &VCLIi P)jku 	gj yt( 	a-
juJali 	drSJc.Jh 	OkJ-i 

dirapatkan UU 
Menghubungi 	TU 	untuk jtw 	ihLccis 12. Q'te"ber 2 
menyiapkan undangan evcq luc(cl 	ij 
Membuat 	Iaporan 	singkat 
hasil Rapat Kapuspanlak UU 
dengan BDTI 

Output 	Kegiatan 	Terhadap 
Pemecahan Isu: 

Dokumen 	pointer 	materi 
raat 
lJndanganrapat 
Laporan singkat Hasil Rapat 
dengan BDTI 



Output 	Kegiatan 	Terhadap 
Pemecahan Isu: 
I. 	Dokumen 	pointer 	materi 

rapat 
Undangan rapat 
Laporan singkat Hasil Rapat 
dengan BDTI 
Akun 	"super" 	untuk akses 
internal 
Tarnpilan 	menu 	Buku 
Analisis 	dan 	Evaluasi 
Undang-Undang berdasarkan 
Putusan 	Mahkamah 
Konstitusi 

Keterkaitan 	Substansi Mata 
Pelatihan: 
Akuntab ii itas 
Nasional isme 
Etika Publik 
WoG 
Manajemen ASN 

Kontribusi 	terhadap 	Tush 
0 rganisasi: 
Mewujudkan 	kualitas 
pemberian 	dukungan 	keahlian 
kepada DPR dalam penanganan 
perkara 	pengujian 	undang- 
undang terhadap UUD Tahun 
1945 dan analisis dan evaluasi 
pemantauan 	pelaksanaan 
undang-undang 	yang 
profesional, 	tepat 	waktu 
akuntabel, dan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Penguatan Nilai Organisasi: 
Profesional 
Akuntabel 



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR 

Nama 	 : 	Annisha Putri Andini, S.H., M.H. 
NIP 	 : 	199111072018012002 
Unit Kerja 	 Pusat Pemantauan Pelaksanaan LTndang-Undang 
Jabatan 	 : 	Analis 1-Jukum 
Isu 	 : 	Penyajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi belum optimal sehingga perlu dibuat 
dalam bentuk ikhtisar yang singkat, komprehensif, dan mudah 
diakses 

Gagasan 	 : 	Membuat digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang 
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada website Puspanlak 
UU agar dapat diunduh oleh pemangku kepentingan dan masyarakat 
(Digitalisasi Analisis dan Eval uasi Undang-Undang berdasarkan 
Putusan Mahkamah Konstitusi) 

Kegiatan HI: Menyusun ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi 

Penyelesaian Kegiatan 	 Catatan Mentor 	 [ Tanggali 
Paraf Mentor 

Tahapan Kegiatan: 
Mengelompokkan 	beberapa 'J9ut14ç 	Z018 

materi pokok untuk dijadikan 
ikhtisar buku 
Menelaah 	materi 	pokok frur 	eJ0WCi,1 	t Ui 	vV1-Uti 

untuk dijadikan ikhtisar buku bUu, 	 tbU 

Menyerahkan 	hasil 	ikhtisar (Up1 	r' I. 

buku 	dan 	berkonsultasi 
 

dengan Kapus Panlak UU 
terkait substansi 

Output 	Kegiatan 	Terhadap 
Pemecahan Isu: 12 	0 	D4Ct 

1. Dokumen 	materi 	pokok 
untuk dijadikan itisar buku 
sebagai panduan penyusunan 
(Latar 	 Belakang, 



Permasalahan, 	Kerangka 
Teori, Analisis dan Evaluasi, 
Kesimpulan 	 dan 
Rekomenclasi) 
Dokumen 	telaahan 
s:ngkat/ikhitisar 	Buku 
Analisis 	dan 	Evaluasi 
Undang-Undang berdasarkan 
Putusan 	Mahkamah 
Konstitusi 	berdasarkan 
masing-masing sub bab 
Dokumen (print out) ikhtisar 
Buku Analisis dan Evaluasi 
Undang-Undang berdasarkan 
Pitusan 	Mahkamah 
Konstitusi 

Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan: 
Akuntabilitas 
Etika Publik 
Komitmen Mutu 
Manajemen ASN 

Kontribusi 	terhadap 	Tusi 
Organisasi: 
Mewuj udkan 	kualitas 
pemberian dukungan keahlian 
kepada DPR dalam penanganan 
perkara 	pengujian 	undang- 
undang terhadap UUD Tahun 
1945 dan analisis dan evaluasj 
pemantauari 	pelaksanaan 
undang-undang 	yang 
profesional, 	tepat 	waktu 
akuntabel, dan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

Penguatan Nilai Organisasi: 
Pro fesional 
Akuntabel  



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR 

Nama 	 : 	Annisha Putri Andini, S.H., M.H. 

NIP 	 : 	199111072018012002 
Unit Kerja 	 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
Jabatan 	 : 	Analis Hukum 
Isu 	 : 	Penyajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi belum optimal sehingga perlu dibuat 
dalam bentuk ikhtisar yang singkat, komprehensif, dan mudah 
diakses 

Gagasan 	 Membuat digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-.Undang 
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada website Puspanlak 

UU agar dapat diunduh oleh pemangku kepentingan dan masyarakat 
(Digitalisas i Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan 
Putusan Mahkamah Konstitusi) 

Kegiatan IV: Revisi ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi 

Penyelesaian Kegiatan 	 Catatan Mentor 	 TanggaL' 
Paraf Mentor 

Tahapan Kegiatan: 5 
Merevisi ikhtisar buku yang tCCervY'cthOi 	aaok-fl 	 ulIrcAk 

telah dikoreksi oleh Kapus vc.tf.ri 	'..jo 	dkorLc-i 
8 oto6ex 2-013 

Panlak. 
Menyerahkan kembali hasil 
revisi ikhtisar buku ke Kapus 
Panlak UU 

Output 	Kegiatan 	Terhadap 16 o're -  u tg  
Pemecahan Isu: 
1. Dokumen ('print out) ikhtisar 

Buku Analisis dan Evaluasi ''"° 	Jfl 	41 	c[alavn ent j.. 
Undang-Undang berdasarkan j' 	 Pxk' 

Putusan 	Mahkamah 
Konstitusi 	hasil 	revisi 	awal 
sampai akhir 

Keterkaitan 	Substansi Mata 



Pelatihan: 
Akuntabi 1 itas 
Etika Publik 
Komitmen Mutu  

Konribusi 	terhadap 	Tusi 
Organisasi: 
Mewuj udkan 	kualitas 
pemberian dukungan keahlian 
kepada DPR dalam penanganan 
perkara 	penguj ian 	undang- 

undang terhadap UUD Tahun 
1945 dan analisis dan evaluasi 
pemantauan 	pelaksanaan 

undang-undang 	yang 

profesional, 	tepat 	waktu 
akuntabel, dan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

Penguatan Nilai Organisasi: 
Profesional 
Akuntabel  



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR 

Narna 	 Annisha Putri Andini, S.H,, M.H. 

NIP 	 : 	199111072018012002 

Unit Kerja 	: 	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Jabatan 	 : 	Analis 1-lukum 
Isu 	 : 	Penyajian Analisis dan Evaluasi IJndang-Undang berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi belum optimal sehingga perlu dibuat 

dalam bentuk ikhtisar yang singkat, komprehensif, dan mudab 

diakses 
Gagasan 	 : 	Membuat digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Lindang-Undang 

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada website Puspanlak 

VU agar dapat diirnduh oleb pemangku kepentingan dan masyarakat 

(Digitalisasi Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi) 

Kegiatan V: Membuat halaman depan Digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi IJndang-Undang 

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Tanggal/ 
Paraf Mentor 

Tahapan Kegiatan: 
Membuat 	cover 	ikhtisar 
Buku yang akan diinput ke (Jt1. 
website Puspanlak VU 

Meminta 	kesediaan 

Kapuspanlak VU BK DPR (Pr 
RI 	untuk 	menyusun 	Kata 
Pengantar 

Output 	Kegiatan 	Terhadap 
Pemecahan Isu: 
I. Cover ikhtisar Buku Analisis 

dan 	Evaluasi 	Undang- 

IJndang berdasarkan putusan 

Mahkamah Konstitusi 

2. 	Kata 	Pengantar 	Ekhtisar 



T Buku Analisis dan Evaluasi 

Lindang-Undang berdasarkan 

putusan 	Mahkamah 
Konstitusi 

Keterkaitari 	Substansi 	Mata 

Pelatihan: 
Akun tabi Ii tas 

Komitmen Mutu 

Etika Publik 

Kontribusi 	terhadap 	Tusi 
Organisasi: 
Mewujudkan 	kuaiitas 

pemberian 	dukungari 	keahilan 

kepada DPR dalam penanganan 

perkara 	pengujian 	undang- 

undang terhadap UUD Tahun 

1945 dan analisis dan evaluasi 

pemantauan 	pelaksanaan 
undang-undang 	yang 
profesional, 	tepat 	waktu 

akuntabel, dan sesual ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Penguatan Nilai Organisasi: 

Pro fesional 
Akuntabel 



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR 

Nama 	 : 	Annisha Putri Andini, S.H., M.H. 

NEP 	 : 	199111072018012002 

Unit Kerja 	 Pusat Pemantauari Pelaksanaan Undang-Undang 

Jabatan 	 : 	Analis Hukum 
Isu 	 : 	Penyajian Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi belum optimal sehingga perlu dibuat 

dalam bentuk ikhtisar yang singkat, komprehensif, dan mudah 

diakses 
Gagasan 	 : 	Membuat digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang 

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada website Puspanlak 

UU agar dapat diunduh oleh pemangku kepentingan dan masyarakat 

(Digital isasi Anal isis dan Evaluasi Lindang-Undang berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi) 

Kegiatan VI: Mengubah bentuk dokumen menjadi .pdf 

Penyelesaian Kegiatan 	 Catatan Mentor 	
- 

TauggaL' 

Paraf Mentor 

TahapanKegiatan: 

I. Finishing format penulisan 
zt 

2. Mengkonversikan 	dokumen 
ikhtisar 	buku 	ke 	dalam 
format .pdf 

Output 	Kegiatan 	Terhadap 

Pemecahari Isu: 

I. Dokumen 	ikhtisar 	Buku 
Analisis 	dan 	Evaluasj 

Undang-Undang berdasarkan 

Putusan 	Mahkamah 
Konstitusi 	dalam 	bentuk 
word 

2. Dokumen 	ikhtisar 	Buku 
Analisis 	dan 	Evaluasj 

Undang-Undang berdasarkan 

Putusan 	Mahkamah 



Keterkaitan 	Substansi Mata 
Pelatihan: 
Akuntabilitas 
Komitmen Mutu 

Etika Publik 

Kontribusi 	terhadap 	Tusi 
Organisasi: 
Mewuj udkan 	kualitas 
pemberian dukungan keahlian 
kepada DPR dalam penanganan 
perkara 	pengujian 	undang- 
undang terhadap UUD Tahun 
1945 dan analisis dan evaluasi 
pemantauan 	pelaksanaan 
undang-undang 	yang 
profesional, 	tepat 	waktu 
akuntabel, dan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

Penguatan Nilai Organisasi: 
Profesional 
Akuntabel 



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR 

Nama 	 Annisha Putri Andini, S.H., M.H. 

NIP 	 199111072018012002 

Unit Kerja 	: 	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Jabatan 	 : 	Analis Hukum 

Isu 	 : 	Penyajian Analisis dan Evaluasi lJndarig-Undang berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi belum optimal sehingga perlu dibuat 

dalam bentuk ikhtisar yang singkat, komprehensif, dan mudah 

d iakses 
Gagasan 	 : 	Membuat digitalisasi Buku Analisis dan Evaluasi [Jndang-Undang 

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada website Puspanlak 

UU agar dapat diunduh oleh pemangku kepentingan dan masyarakat 

(Digital isasi Analisis dan Evaluasi Undang-Uridang berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi) 

Kegiatan VII: Rapat Sosialisasi dengan dukungan Kapuspanlak VU terkait Program Aktualisasi 

Digitalisasi dalam bentuk ikhtisar Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan 

Mahkamah Konstitusj 

gall 
Paraf Mentor 

TahapanKegiatan: 
Menyampaikari 	kepada 

mentor dan Kapuspanlak UU  

untuk 	mengadakari 
sosialisasi 12 	'2o 

Menghubungi 	TU 	untuk 

membuat undangan 

Mensosjaljsasikan 	ikhtisar tç O-tt' 	201(3 

Buku Analisis dan Evaluasi oatrçtç 	cIT&a1flc 	1AcL' 
Undang-Undang berdasarkan Lçj 	UU 
putusan 	Mahkamah fl 	?..O' 

Konstitusi 	pada 	website 

Puspanlak 	UU 	secara 
internal Puspanlak VU 

Output 	Kegiatan 	Terhadap 



Pemecahan Isu: 
t. 	Jadwa! sosialisasi 

Undangan rapat sosialisasi 
Pemaparan hasil pengerjaan 
ikhtisar Buku 	Analisis 	dan 
Evaluasi 	Undang-Undang 
berdasarkan 	Putusan 
Mahkarnah Konstitusi secara 
Internal Puspaniak UU 

Keterkatan 	Substansi Mata 
Pelatihan: 
Akuntabilitas 
Nasionalisme 
Etika Publik 
Komitmen Mutu 
Anti Korupsi 
WoG 
Pelayanan Publik 

Kontribusi 	terhadap 	Tusi 
Organisasi: 
Mewuj udkan 	kual itas 
pemberian 	dukungan 	keahlian 
kepada DPR dalam penanganan 
perkara 	pen guj ian 	undang- 
undang terhadap UUD Tahun 
1945 dan analisis dan evaluasi 
pemantauan 	pelaksanaan 
undang-undang 	yang 
profesional, 	tepat 	waktu 
akuntabel, dan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Penguatan Nilai Organisasi: 
Religius 
Akuntabel 
Profesional 

Ltegritas  


